
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkawinan merupakan salah satu langkah dari banyaknya langkah 

dalam membentuk keluarga. Dalam islam apabila seorang muslim dan 

muslimah hendak melaksanakan perkawinan secara sempurna sesuai 

dengan ajaran, maka rentetan yang harus di lalui diantaranya adalah Ta’aruf, 

Khitbah lalu pernikahan atau perkawinan.  

Perkembangan zaman yang begitu pesat, dimana ketika komunikasi 

dan informasi begitu mudah diakses. Ponsel dan Sosial media sebagai 

platfom yang menjebatani komunikasi antar individu menjadi sangat luas 

sehingga mengakibatkan mudahnya antar idividu untuk berbagi informasi. 

Pada ahirya tidak sedikit muslim dan muslimah menjalin hubungan dan 

ahirnya menikah tanpa melalui ta’aruf dan khitbah tapi langsung menikah. 

Karena bagaimanapun unsur dari ta’aruf dan khittbah sudah di lalui tanpa 

di sadari melalui teknologi di zaman sekarang. Kata pernikahan dan 

perkawinan sering digunakan dimasyarakat secara bersamaan seolah tidak 

ada perbedaan makna diantaranya. walaupun esensinya dari kedua kata 

tersebut sama, ternyata secara etimologis memiliki prasa makna yang 

berbeda 1. 

Pengertian yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaely yang 

menyebutkan bahwa “Nikah menurut bahasa ialah kumpul atau ungkapan 

mengenai wathi’ (jima) dan akad secara bersamaan, dan nikah menurut 

syariat adalah ikatan perkawinan” sedangkan dalam kitab yang sama juga 

di jelaskan bahwa kata kawin secara terminologi adalah “akad yang 

mengandung makna kebolehan merasakan kenikmatan terhadap perempuan 

dengan bersetubuh, meraba, mencium, berkumpul dan selain itu.2 

 
1 Oyo Sunaryo Mukhlas, Pranata Sosial Hukum Islam, ed. Dinah Sumayyah (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2015). h.91 
2  Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. 

(Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 29 
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Undang-Undang No. 1 tahun 1974 memberikat pengertian tentang 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilaasi 

Hukum Islam Perkawinan merupakan akad yang mitsaqan ghalidzah.  

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah 

untuk membentuk keluarga yang kekal dan berdasarkan Tuhan Yang Maha 

Esa. Dalam islam tujuan dan impian sebuah keluarga merupakan 

membentuk kleluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Hal ini bisa 

di buktikan dalam Q.S Ar-rum ayat 21 3  

  

وَدَّةً   مَّ بَيْنكَُمْ  وَجَعلََ  الَِيْهَا  ا  لِِّتسَْكُنوُْٖٓ ازَْوَاجًا  انَْفسُِكُمْ  نْ  مِِّ لكَُمْ  خَلقََ  انَْ   ٖٓ اٰيٰتِه  وَمِنْ 

يٰتٍ لِِّقوَْمٍ يَّتفَكََّرُوْنَ  رَحْمَةً اِۗنَّ فِيْ ذٰلِكَ لََٰ  وَّ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar 

kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta 

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”4 

 

Tujuan lain dari pernikahan salah satunya adalah supaya terhindar 

dari perbuatan perzina’an, dalam Hadits Rasulallah SAW bersabda,  

ِ، عن حَدَّثنََا قتُيَبةُ، قَال: حَدَّثنََا اللَّيْثُ  الْمَقْبرُيِّ ، عَن ابَني عَجْلانَ، عن سَعيدٍ 

أبي هُريرةَ قال: قال رَسولُ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلم: “ثلََاثةٌَ حَقٌّ عَلى اللهِ  

عَوْنهُُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبيِلِ اللهِ، وَالْمُكَاتبَُ الَّذِي يرُِيدُ الأدَاَءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يرُِيدُ 

 5افَ." هذا حديثٌ حَسَنٌ العَفَ 

 
3 Lilis Satriah, Bimbingan Konseling Keluarga (Bandung: Mimbar Pustaka, 2017). h.31 
4 Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, penerjemah Jajasan Penjelenggara 

Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 

585  
5 Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi. Sunan at-Tirmidzi, (Riyadh: Maktabah al-Ma’aarif 

Linnasyri Wattauzi’, 1997H/1418M)., h. 388 
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Qutaibah menceritakan kepada kami, Allaits menceritakan kepada 

kamu dari ibnu Ajlan dari Said Al-Maqburi dari Abu Hurairah dia 

berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tiga orang yang wajib bagi 

Allah untuk Menolong mereka ialah orang yang berperang di jalan 

Allah, hamba sahaya mukatab yang menghendaki membayar 

cicilannya dan orang yang kawin yang menghendaki menjaga 

dirinya dari zina.” Hadits ini adalah hasan6. 

 

Faktanya dalam membentuk keluarga seperti yang di sebutkan di 

atas tidaklah mudah. Bagaimanapun untuk mencapai kebahagiaan seorang 

manusia harus melewati berbagai ujian dan tidak sedikit keluarga yang tidak 

mampu melewati ujian dan itu sendiri. Buktinya tidak sedikit keluarga yang 

kandas di tengah perjalanan dan penyebabnyapun beragam seperti faktor 

moral, poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, meninggalkan 

kewajiban, kawin paksa, ekonomi, tidak bertanggung jawab, kawin di 

bawah umur, menyakiti jasmani, kekejaman jasmani, kekejaman mental, 

dihukum, cacat biologis, terus menerus berselisih politis, gangguan pihak 

ketiga, tidak ada keharmonisan. 

Kita coba lihat dari kacamata sosial bahwa setiap hubungan antara 

individu akan selalu muncul konflik, termasuk dalam hubungan keluarga. 

Konflik dalam hubungan antarpribadi (misalnya antara suami dan isteri 

dalam keluarga) merupakan suatu hal yang tidak dapat di hindari, bahkan 

semakin dekat hubungan antarindividu tersebut semakin meningkat juga 

kemungkinan terjadi nya konflik 7.  

Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung menyatakan 

bahwa tingkat perceraian keluarga Indonesia memang semakin meningkat. 

Pasca reformasi politik di Indonesia tahun 1998, tingkat perceraian keluarga 

Indonesia terus mengalami peningkatan. Data tahun 2016 misalnya, angka 

 
6 Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi. Sunan At-Timridzi, Terj. Moh. Zuhri, dkk, 

(Semarang: Asy Syifa’, 1992)., h. 227 
7 Sri Lestari, Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga) 

(Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2012). h.100 
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perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa. Sementara data 2017, 

angkanya mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa.8 

Indramayu menjadi penyumbang angka perceraian terbesar dalam 

satu wilayah jawa barat. Dilansir dari media berita rri.co.id, bahwa Angka 

perceraian di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat masih tergolong tinggi. 

Sepanjang 2021, Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu mencatat ada 

sebanyak 8.002 pasangan yang bercerai. Menurut Agus gunawan Humas 

Pengadilan Agama Indramayu mengatakan bahwa fenomena tingginya 

perceraian Indramayu, harus menjadi perhatian khusus dari semua pihak, 

termasuk pemerintah daerah dan keluarga.9 

Dikutip dari repjabar.republika.co.id bahwa Humas Pengadilan 

Agama Indramayu mengatakan, awal dari perceraian bisa disebabkan oleh 

ekonomi sehingga, apabila di telusuri jauh lebih dalam akan berdampak 

kepada rasa cinta yang sudah hilang. Agus menyebutkan, pasangan suami 

istri yang mengajukan gugatan cerai itu sekitar 50 persen di antaranya 

berusia muda antara 24 – 30 tahun. Sedangkan usia pernikahan mereka, tak 

sedikit yang masih kurang dari lima tahun. Agus mengungkapkan, upaya 

pencegahan perceraian sebenarnya telah dilakukan melalui edukasi 

pranikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, Humas 

Pengadilan Agama Indramayu tersebut menilai, upaya yang di lakukan 

kurang efektif karena hanya diselenggarakan sekali sebelum pernikahan.10 

Data dan fakta yang di jelaskan di atas membuktikan bahwa edukasi 

dan pemahaman masyarakat tentang berkeluarga masih sangat kurang. 

Tentunya ini menjadi masalah yang sangat penting untuk di tangain segera 

terhusus bagi negara itu sendiri. Kualits pemuda-pemudi di masa yang akan 

 
8 (https://era.id/afair/12369/fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia diakses pada 

tanggal 22 April 2021 pukul 15.04 WIB) 
9   https://rri.co.id/daerah/1317888/angka-perceraian-di-indramayu-meningkat (diakses tanggal 13 

mei 2022 pukul 20:55) 
10   https://repjabar.republika.co.id/berita/r58c0u409/angka-kasus-perceraian-di-indramayu-

meningkat-pada 

2021#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Pengadilan%20Agama,2020%20yang%20mencap

ai%207.781%20perkara (diakses tanggal 13 mei 2022 pukul 2059) 
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datang harusnya lahir dari keluarga yang berkualitas juga dari segi 

pendidikan dan lainya.  

Edukasi dan pembelajaran bagi para pengantin yang hendak 

melaksanakan pernikahan dinilia sangat penting, oleh karena itu berkenaan 

dengan hal tersebut dan dalam rangka menekan jumlah angka perceraian di 

Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas 

Islam) mengeluarkan beberapa peraturan yang menerapkan bimbingan pra 

nikah. Aturan tersebut diantaranya  

1. Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang 

Kursus Calon Pengantin.  

2. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542/2013 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah,  

3. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin 

4. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. 

 Peraturan-peraturan yang disebutkan di atas mengenai pelaksanaan 

bimbingan pra nikah, bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah harus 

dilakukan agar terciptanya keluarga yang bahagia sehingga menciptakan 

masyarakat yang baik dari sektor wilayah kecamatan sehingga berakibat 

teradap pertumbuhan masyarakat yang luas bahkan bisa sampai ke negara 

yang baik juga. 

Salah satu lembaga yang berwenang untuk melaksanakan 

bimbingan pra nikah adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. 

Tentunya, menjadi aspek yang sangat penting bagi KUA untuk 

melaksanakan program bimbingan pra nikah bagi para calon pengantin 

sebelum mengarungi bathera rumah tangga. Berdasarkan aturan yang telah 

disebutkan dan lembaga pelaksana yang telah di tentukan, maka sudah 

seharusnya KUA sebagai lembaga yang satu-satunya dari sektor wilayah 

Kecamatan dalam melaksanakan program bimbingan pra nikah bagi calon 

pengantin untuk melaksanakan program ini dengan sebaik mungkin. 
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Permasalahan yang telah disebutkan di atas membuat penliti tertarik 

untuk membahas dan mengkaji lebih jauh dalam bentuk kajian ilmiah yang 

berjudul “Tinjauan Maqasid al-Syari’ah Terhadap Pelaksanaan 

Bimbingan Pra nikah Demi Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah di 

KUA Kecamatan Tukdana, Kertasemaya, dan Lelea Kabupaten 

Indramayu.” 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 

pentinya edukasi tentang pernikahan dan hubungan suami isteri, akan 

menimbulkan permasalahan-permasalahn seperti kekerasan dalam rumah 

tangga, kekerasan terhadap anak, perceraian yang semakin tinggi dan 

sebagainya. Oleh karena itu dalam skripsi ini, peneliti merumuskan 

beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tukdana, 

Kertasemaya dan Lelea Kabupaten Indramayu? 

2. Bagaimana proses program bimbingan pra nikah terhadap calon 

pengantin di KUA Kecamatan Tukdana, Kertasemaya dan Lelea 

Kabupaten Indramayu? 

3. Bagaimana analisis Maqasid al-syari’ah terhadap program bimbingan 

pra nikah di KUA Kecamatan Tukdana, Kertasemaya dan Lelea 

Kabupaten Indramayu? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan 

Tukdana, Kertasemaya dan Lelea Kabupaten Indramayu. 

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA 

Kecamatan Tukdana, Kertasemaya dan Lelea Kabupaten Indramayu. 

3. Untuk mejelaskan analisis Maqasid al-syari’ah terhadap porogram 

bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tukdana, Kertasemaya dan 

Lelea Kabupaten Indramayu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan penelitian yang sudah disebutkan tersebut dapat 

tercapai, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun 

secara praktis sebagai berikut.  

1. Secara Teoritis, 

a. menjadi sumber referensi maupun koleksi tambahan untuk 

perpustakaan kampus Universitas Islam Negri Sunan Gunung 

Djati Bandung maupun perpustakaan umum. 

b. Memberi wawasan baru, khususnya untuk mahasiswa di bidang 

hukum keluarga yang ingin mengembangkan analisisnya 

tentang program bimbingan pra nikah demi mewujudkan 

keluarga yang bahagia. 

2. Secara Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi-instansi 

yang terkait mengenai informasi mengenai bimbingan pra 

nikah.  

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah 

masukan untuk instansi-instansi terkait dan masyarakat tentang 

bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga yang bahagia 

sesuai syariat islam.  

c. Menjadi kajian praktis pemerintah dalam proses evaluasi 

pelaksanaan program bimbingan pra nikah bagi calon pengantin 

di KUA Kecamatan Tukdana, Kertasemaya dan Lelea 

Kabupaten Indramayu.  

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian : 

1. Penelitian ini di lakukan di tiga Kecamatan di Kabupaten Indramayu 

yaitu Kecamatan Tukdana, Kertasemaya dan Lelea. 

2. Meneliti tentang pelaksanaan program bimbingan pra nikah yang di 

selenggarakan di KUA Kecamatan. 
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3. Meneliti tentang tinjauan Maqasid al-syari’ah terhadap program 

bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tukdana, Kertasemaya dan 

Lelea Kabupaten Indramayu. 

Penelitian ini di batasi dengan cakupan wilayah hanya tiga 

Kecamatan di Kabupaten Indramayu, lalu membahas tentang pelaksanaan 

Program bimbingan pra nikah di KUA kecamatan. 

F. Kerangka Berfikir  

1. Maqāṣid al-syari’ah 

Definisi Maqasid Syari’ah menurut Dr. Thahir Bin Asyur adalah 

“beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam 

seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira 

beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu prosuk hukum syariat 

secara husus.” Dr ‘Ala Al-Fasi mendefinisikan maqasid syari’ah lebih 

singkat yaitu “Tujuan (umum) dari berlakunya syariat dan beberapa 

rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum”11 

Pengertian yang telah disebutkan di atas dapat simpulkan bahwa 

maqasid syari’ah merupakan pencetusan hukum syariat dalam rangka 

memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di 

akhirat kelak, baik secara umum maupun secara khusus.  

Maqāṣid al-syari’ah, secara etimologi merupakan istilah 

gabungan dari dua kata: Maqāṣid al-syari’ah. Maqāṣid akar kata dari 

kata kerja qaṣada yaqṣudu, yang memiliki banyak makna seperti 

menuju suatu arah, tujuan, jalan yang lurus, tidak berlebih-lebihan dan 

juga tidak kekurangan.12 Sedangkan Syari’ah, secara etimologi 

mempunyai arti jalan menuju mata air atau jalan menuju ke arah sumber 

kehidupan. 

 
11 Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam & 

Maqasid Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020). h.41-42 
12 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât Dan Evolusi Maqāṣid Al- Syarīah Dari 

Konsep Ke Pendekatan (Yogyakarta: LKiS, 2010). h.178-179 
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Kedua kata tersebut apabila digabung menjadi maqāṣid al-

syari’ah Secara terminologi mempunyai makna yang dapat dijadikan 

tujuan dan hendak direalisasikan oleh Allah SWT dibalik pembuatan 

Syariat dan hukum, yang telah diteliti oleh para mujtahid dari teks-teks 

arab yang mu’tabaroh. Imam al-syatibi, berpendapat bahwa pada 

dasarnya syariat itu ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi 

hambanya (mashalih al-‘ibad) di dunia maupun di akhirat.13 

Kemaslahatan inilah yang menjadi maqāṣid al-syari’ah. Dengan kata 

lain, penetapan syariat itu didasarkan pada suatu ‘illat (motif atau 

landasan penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi 

hambanya. 

Metode qiyas, istihsan, dan maṣlaḥah mursalah merupakan 

metode-metode pengembangan yang didasarkan atas maqāṣid al-

syari’ah. metode Qiyas, misalnya baru bisa dilaksanakan apabila 

ditemukan maqāṣid al-syari’ah-nya yang merupakan alasan kuat dan 

logis (‘illat) dari suatu hukum. Contoh misalnya tentang masalah 

diharamkannya minuman khamr. Hasilnya adalah diharamkannya 

khamr adalah karena ada unsur sifat memabukkannya yang mampu 

merusak akal pikiran. Dengan demikian, adanya unsur sifat 

memabukkan dalam khamr menjadi alasan logis (‘illat) atas keharaman 

meminum khamr. 

Ayat atau hadis yang belum ditemukan secara khusus yang akan 

dijadikan almaqis ‘alaih, maka perlu untuk melakukan sebuah metode 

Maslahah mursalah. Karena dalam kajian Uṣul Fiqh, apa pun yang 

dianggap baik dan Maslahah, apabila tidak bertentangan dengan syariat, 

maka dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan 

maṣlaḥah mursalah. Metode al-maqāṣid al-syari’ah ini terus 

 
13 Akmaludin Sya’bani, “Maqasid al-syari’ah Sebagai Metode Ijtihad,” (jurnal El-Hikam 8, no. 1, 

2015). h. 129  (diakses tanggal 21 November 2021, Pukul 15:13. 

http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/1386) 
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dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari hukum Islam yakni 

untuk kemaslahatan umum. 

Maqasid syariah mempunyai lima unsur pokok yang harus 

diperhatikan yaitu (a) menjaga agama (hifdz din); (b) menjaga nyawa 

(hifdz al-nafs); (c) menjaga keturunan (hifdz an-nasl); (d) menjaga harta 

(hifdz mall); (e) memelihara akal (hifdz ‘aql). Semua hukum yang 

perintahkan oleh Allah selalu berlandaskan berdasarkan unsur-unsur 

yang terdapat dalam Maqasid al-syari’ah , maka sudah sewajarnya jika 

teori Maqasid al-syari’ah menjadi alat untuk mengkaji sebuah 

kebijakan supaya sesuai dengan yang di syariatkan.  

2. Teori Evaluasi Kebijakan 

Pengertian Evaluasi secara umum merupakan sebuah teknik 

untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan 

merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam praktik porfesi.14 Oleh 

karena itu ilmu evaluasi terdapat di berbagai cabang ilmu pengetahuan. 

Karena ilmu evaluasi merupakan sebuah alat untuk menganalisis, maka 

ilmu evaluasi merupakan sebuah alat ilmu-ilmu sosial seperti: ilmu 

ekonomi, pendidikan, manajemen, bisnis, ilmu politik, sosiologi, 

hukum, dan sebagainya.15 

Ungkapan sebelumnya mengatakan bahwa evaluasi merupakan 

sebuah alat untuk menganalisis, maka dapat dikatakan juga bahwa 

evaluasi merupakan sebuah bentuk peneltian. Evaluasi dipakai untuk 

menunjukan sebuah proses sosial lalu membuat penilaian tentang 

manfaat (worth) dan (evaluative reasearch) riset evaluatif yang 

memakai metode-metode dan teknik-tenik penelitian saintifik.16  

 
14 Harits Hijrah Wicaksana, Widi Januar Ghafur, and Imron Wasi, New Normal: Perspektif 

Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Kontemporer (Serang: Untirta Pres, 2020)., h.123 
15 Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi Dan Profesi (Contoh: Aplikasi Evaluasi 

Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perdesaan, Kurikudlum, Perpustakaan, Dan Buku Teks) (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2011)., h. 30 
16 Ibid., h.39. 
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Menggunakan metode saintifik tentunya, evaluasi diharapkan 

dapat memberikan sebuah manfaat dalam penilaian dan masukan untuk 

perubahan atas pelaksanaan dalam sebuah proses kebijakan. Tentunya, 

hal ini akan memberikan sebuah dampak yang positif bukan hanya 

untuk evaluasi dalam suatu pendapat umum saja. 

Kebijakan secara umum dapat dikatakan unsur-unsur atau 

ekspresi-ekspresi dari sebuah program-program dan keputusan-

keputusan yang di buat. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

kebijakan merupakan serangkaian yang terdiri dari unsur-unsur tertentu 

dan sebagai ekspresi-ekpresi dari sebuah program, kegiatan, dan 

keputusan yang telah diambil sedari awal.17 

Pengawasan berupa pemantauan dengan tujuan pengendalian 

pelaksanaan supaya sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. 

Evaluasi dalam sebuah kebijakan diharapkan berguna untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan 

atau kegagalan dari sebuah kebijakan, sehingga dari identifikasi tersebut 

dapat diambil sebuah keputusan tentang kebijakan tersebut akan di 

lanjutkan, diubah, diperkuat atau bahkan diakhiri.18 

Kebijakan-kebijakan tidak bisa dibiarkan begitu sajah, maka dari 

itu sebagai bentuk pengawasan dari kebijakan-kebijakan tersebut 

evaluasi merupakan sebuah alat yang pas untuk di jadikan sebagai suatu 

mekanisme pengawasan, maka hal tersebut bisa disebut sebagai 

“evaluasi kebijakan”. 19 

Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematik 

dan empirik terhadap efek dari kebijakan dan program publik kepada 

targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Konsepnya adalah 

merujuk kepada hal ikhwal luas apa yang terjadi, bahkan di temukan 

 
17 Wicaksana, Ghafur, and Wasi. Op.Cit., h.31. 
18 Ibid,. h. 130. 
19 Riant Nugroho, Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan 

(Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2011)., h. 669 
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ketika pelaksanaan kebijakan, cara-cara yang digunakan dan ditempuh 

untuk mencapai tujuan.  

Evaluasi kebijakan berhubungan dengan pengkajian tentang 

akibat dari sebuah kebijakan publik. Esensi dari sebuah evaluasi 

kebijakan terdapat dua tugas, yaitu: Pertama, ditentukannya sebuah 

konsekuensi dari kebijakan-kebijakan dengan menggambarkan 

dampaknya, Kedua, berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan harus 

dinilai dengan standar yang sesuai maupun ketentuan yang telah 

ditetapkan. 20 

3. Poblematika dalam Keluarga 

Perkawinan merupakan hubungan sosial antar individu dan 

tujuan Perkawinan seperti yang di sebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 

yaitu membentuk sebuah kelompok yaitu keluarga maka terjadinya 

sebuah perselisihan atau konflik tidak bisa terhindarkan. Sebuah konflik 

menggambarkan bahwa adanya suatu ketidak cocokan atau perbedaan 

yang berlawanan. Dalam keluarga konflik biasanya diawali dengan 

ketidaksetujuan sebuah prilaku dari anggota keluarga.21 

Hubungan antara keluarga pada dasarnya merupakan sebuah 

hubungan yang sangat dekat dan erat, keterikatan antar pasangan, orang 

tua-anak, atau sesama saudara yang memiliki tingkat tertinggi dalam 

sebuah ikatan. Karena itu hubungan dalam keluarga merupakan ssebuah 

hubungan yang kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua, 

demikian juga dengan saudara yang akan selalu menjadi saudara.22 

Problematika yang muncul dalam keluarga dapat diselesiakan 

tergantung keluarga itu sendiri. Dalam keluarga apabila terjadi sebuah 

perselisihan, maka harus ada upaya untuk ishlah (mendamaikan).23 

 
20 Wicaksana, Ghafur, and Wasi. Op.Cit., h.127. 
21 Lestari. Op.Cit., h.103. 
22 Ibid.,  
23 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah, ed. Handi Wibowo (Pustaka Imam 

Asy-Syafi’i, 2002)., h. 150. 
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Perspektif perkembangan mengatakan bahwa, sebuah konflik 

akan membawa kedalam proses kematangan pribadi sekaligus hasil dari 

kematangan tersebut. Artinya, sebuah konflik memaksa kita untuk 

berkembang untuk mengatasi sebuah konflik dan menuju kedalam 

perubahan sosial.  

Situasi akan berubah ketika sebuah keluarga dapat 

menyelesaikan konfliknya maka kematangan akan pemahaman yang 

terjadi dari konflik tersebut dapat dijadikan sebuah pelajaran dan akan 

menghasilkan sebuah perubahan antara indiviu-individu dalam keluarga 

tersebut. Sekenario terburuknya dalam konflik keluarga adalah pisahnya 

hubungan suami dan isteri yaitu perceraian.  

Penyelesaian konflik suami isteri juga bisa terselesaikan melalui 

Mediasi yang dilakukan di Peradilan Agama ketika hendak 

melangsungkan sebuah perceraian. Menangani permasalahan 

problematika keluarga di masyarakat lembaga yang menangani 

permasalahan keluarga juga bisa di lakukan di KUA Kecamatan karena 

di KUA ada BP4 yang bertugas untuk melangsungkan penasihatan 

permasalahan keluarga. 

4. Keluarga Sakinah 

Mempunyai lingkungan yang damai dan jauh dari masalah 

merupakan impian semua orang. Termasuk keluarga, untuk mencapai 

sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh 

pasahan suami dan isteri bukan lah hal yang mudah. Keluarga yang 

mampu untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang di 

sebut dengan keluarga sakinah.  

Kata sakinah sering diutarakan di lingkungan masyarakat ketika 

hendak menyampaikan do’a untuk pasangan yang menikah. Biasanya 

bukan hanya kata sakinah yang diutarakan, kata Mawadah dan 

Warahmah pun ikut menyertai kebahagiaan pasanganyang menikah. 
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Sakinah Mawadah dan Warahmah di ungkapkan dalam Q.S Ar-rum ayat 

2124 :  

 

بيَْ  وَجَعلََ  الَِيْهَا  ا  لِِّتسَْكُنوُْٖٓ ازَْوَاجًا  انَْفسُِكُمْ  نْ  مِِّ لكَُمْ  خَلقََ  انَْ   ٖٓ اٰيٰتِه  وَدَّةً  وَمِنْ  مَّ نكَُمْ 

يٰتٍ لِِّقوَْمٍ يَّتفَكََّرُوْنَ  رَحْمَةً اِۗنَّ فِيْ ذٰلِكَ لََٰ  وَّ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.25 

 

Rasa kasih dan sayang yang di maksud adalah rasa tentram dan 

nyaman bagi jiwa dan keteguhan hati dalam emnjalani hidup, tentunya 

dihiasi dengan rasa cinta bagi pasangan kekasih. Rasa aman, tentram, 

cinta dan kasih sayang yang terpendam dalam diri manusia merupakan 

bukti dari kekuasaan Allah. Dengan adanya sebuah perasaan yang 

terpendam dalam hati tersebut merupakan sebuah hikmah dari Allah 

bahwa pada dasarnya manusia memang saling membutuhkan. 

5. Bimbingan Pra nikah  

Bimbingan pra nikah merupakan sebuah upaya utnuk membantu 

dan pemberian edukasi dari pembimbing kepada calon suami dan calon 

isteri, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu untuk 

memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapi melalui cara-cara 

yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh 

pengertian, sehingga tercapai sebuah motivasi keluarga, pengembangan, 

kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggot kekuarga. 

Bimbingan pra nikah merupakan suatu pola bimbingan 

yangditujukan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep 

pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas 

 
24 Satriah. Op.Cit., h. 31. 
25 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Loc.Cit. 
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perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalan 

mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan. 

 

G. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan 

mengangkat data yang ada dilapangan”.26 

 Yakni sebuah peneltian dimana peneliti akan secara langsung 

turun ke lapangan untuk memperoleh data yang kuat, objektif dan 

aktual. Peneliti akan turun ke lapangan untuk memperoleh data yang 

otentik, akurat, detail dan mendalam tentang pelaksanaan program 

bimbingan pra nikah demi mewujudkan keluarga yang sakinah, 

mawadah dan warahmah di KUA Kecamatan Tukdana, Kertasemaya 

dan Lelea Kabupaten Indramayu.  

2. Pendekatan Penelitian  

Metode yang di gunakan dalam Peneltian ini merupakan metode 

penelitian kualitatif. Peneltiti akan mendeskripsikan secara detail dan 

mendalam tentang keadaan atau suatu fenomena sosial dari objek 

penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep yang ada 

serta menghimpun kenyataan yang terjadi. Data-data yang sudah di 

kumpulkan kemudian akan diolah secara kualitatif, hal ini sesuai dengan 

pengertian Lexy j. Moelong yang menjelaskan bahwa:  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

memahami fenomena tentang hal-hal yang di alami oleh subyek peneliti, 

misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

 
26 Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), h. 58 
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suatu pembahasan khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 

beberapa metode alamiah.27 

Peneliti akan mendeskripsikan secara rinci fenomena dan fakta-

fakta dari gejala-gejala yang ada, kemudian mencari keterangan secara 

faktual tentang pelaksanaan program bimbingan pra nikah dalam 

membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah di KUA 

Kecamatan Tukdana, Kertasemaya dan Lelea Kabupaten Indramayu.  

3. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data dari penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data 

yang tidak berbentuk angka dan berupa ungkapan-ungkapan verbal.  

Sumber data dari penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer yang di peroleh dari wawancara dengan pihak 

yang terkait dan observasi beserta pengamatan langsung ke lapangan. 

Target dari sumber data primer dari peneltian ini yaitu KUA Kecamatan 

Tukdana, Kertasemaya dan Lelea Kabupaten Indramayu. 

Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari literatur-

literatur yang terkait baik buku, majalah, jurnal yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang terkait 

seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang 

Kursus Calon Pengantin, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat 

Islam Nomor DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Kursus Pra nikah, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Nomor 373 

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi 

Calon Pengantin, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan 

Perkawinan Bagi Calon Pengantin. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 
27 Suteki and Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori Dan Praktis (Depok: 

PT Rajagrafindo Persada, 2020)., h.139 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara dan dokumentasi.  

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya 

jawab antara peneltiti sebagai pencari data dengan informan 

sebagai yang di wawacarai.28 Teknik wawancara yang di 

gunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) 

adalah proses untuk memeproleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambiol bertatap muka 

antara peneliti dengan informan, menggunakan pendoman 

wawancara, dimana peneliti dengan informan terlibat dalam 

kehidupan sosial yang relatif lama.  

b. Dokumentasi, metode pengumpulan data dengan 

dokumentasi ini berperan dalam mencari data tentang 

variabel penelitian yang berupa catatan, artikel, surat kabar, 

arsip yang keseluruhannya sebagai alat penunjang dalam 

analisis penelitian tentang pelaksanaan program bimbingan 

pra nikah dalam membentuk keluarga yang sakinah, 

mawadah dan warahmah di KUA Kecamatan Tukdana, 

Kertasemaya dan Lelea Kabupaten Indramayu. Seperti foto-

foto penelitian, transkip rekaman dengan informan, dan 

modul-modul bimbingan pra nikah. 

 

5. Teknik Analisis Data  

Peneltitian ini menggunakan teknik anaisis data yang bersifat 

kualitatif dengan deskriptif analitik atau analisis yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang 

sedang berlangsung dan sedang berkembang.  

 
28 Ibid., h. 226. 
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Proses analisis data yang akan di lakukan peneliti sebagaimana 

berikut: 

a. Reduksi Data, merangkum dan memilih data yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi 

atau dirangkum akan memberuikan gambaran yang jauh 

lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data selanjutnya apabila dipelukan.29  

b. Penyajian Data, setelah data terkumpul maka langkah 

selanjutnya adalah penyajian data. Data-data yang telah di 

kumpulkan kemudian di sajikan dengan bentuk tabel, grafik 

maupun berbentuk kalimat deskriptif.  

c. Verifikasi, langkah selanjutnya dalam menganalisis data 

adalah menarik sebuah kesimpulan dari data yang telah 

disajikan dengan bentuk grafik, tabel, maupun bentuk 

kalimat deskriptif. Kesimpuan yang diambil harus 

berdasarkan data-data yang valid dan konsisten, sehingga 

kesipulannya dapat di kemukakan dengan kredibel.  

H. Penelitian Terdahulu 

1. Ismail, 2016, Jurnal dengan judul “Penyelenggaraan Bimbingan Pra 

nikah: Studi Kasus di Kecamata Indramayu dan Widasari, Kabupaten 

Indramayu”. Jurnal ini membahas tentang bimbingan pra nikah di KUA 

Kecamatan Indramayu dan Widasari di Kabupaten Indramayu. Hasil 

dari penelitian ini menjelaskan bahwa ternyata implementasi 

penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Indramayu dan 

Widasari di Kabupaten Indramayu belum bisa di lakukan dengan 

optimal penyebabnya adalah faktor dukungan biaya penyelenggaraan 

yang tidak terealisasi dan regulasi yang tidak tegas, sedangkan sarana 

 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta cv, 2017)., 

h.337 
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dan prasarana sudah cukum memadai. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, 

studi dokumen dan observasi. Persamaan penelitian terdahulu ini 

dengan penelitian ini adalah membahas tentang program pra nikah yang 

di selenggarakan di KUA Kecamatan dan Kabupaten yang sama yaitu 

Indramayu. Perbedaan penelitian terdahul ini dengan penelitian ini 

adalah sumber data dari peraturanpemerintah, karena ada beberapa 

peraturan pemerintah tentang bimbingan pra nikah yang baru yaitu di 

tahun yang di laksanakan penelitian ini diantaranya: Keputusan Dirjen 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dan Keputusan 

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. 

Perbedaan selanjutnya adalah tempat pelaksanaan yaitu perbedaan KUA 

Kecamatan yang menjadi target penelitian.  

2. Zulfahmi, 2017, Tesis dengan judul “Urgensi Penyelenggaraan Kursus 

Pra nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif 

Maqasid Asy-Ayari’ah)” Hasil dari penelitian ini menjelasan bahwa 

menurut peraturan pemerintah Kursus pra nikah memiliki urgensi 

karena mengandung nilai positif (maṣlahaḥ) dan kursus pra nikah 

merupakan al-maqāṣid at-tābi’ah (tujuan pengikut) bagi sebuah 

pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya hifẓ an-nasl 

sebagai al-maqāṣid al-aṣliyyah (tujuan asal). Meotde penelitian yang di 

gunakan penelitian ini merupakan metode penelitian pustaka dengan 

sifat kualitatif deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan 

filosofis. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini 

merupakan objek penelitiannya yaitu penyelenggaraan kursus atau 

bimbingan pra nikah. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan 

penelitian ini adalah dari jenis penelitian yang digunakan, jenis 

penelitian terdahulu ini merupakan penelitian pustaka sedangkan 

penelitian ini menggunakan penelitian lapangan serta fokus penelitian 



20 
 

 
 

terdahulu ini berfokus terhadap urgensi dari penyelenggaraan kursus pra 

nikah sedangkan penelitian ini berfokus kepada penyelenggaraan 

programnya.  

3. Muhammad Nurfiqri Aziz, 2020, Skripsi dengan judul “Implementasi 

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang 

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Haurgeulis 

Kabupaten Indramayu”. Skripsi ini membahas tentang Implementasi 

salah satu aturan pemerintah yaitu Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 

2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penelitian ini 

menghasilkan bahwa penerapan bimbingan perkawinan di KUA 

Kecamatan Hargeulis belum sesuai dengan peraturan yang ada. Metode 

penelitian desktiptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris dengan 

jenis penelitian kualitatif adalah metode yang di gunakan penelitian ini. 

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini adalah 

pembahasan mengenai bimbingan pernikahan serta Kabupaten 

Indramayu yang menjadi tempat penelitian. Perbedaan penelitian 

terdahulu ini dengan penelitian ini adalah jenis metode penelitian yang 

digunakan, penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif analisis sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

penelitian lapangan, perbedaan selanjutnya adalah tempat penelitian 

terdahulu ini di KUA Kecamatan Hargeulis sedangkan tempat peneltian 

ini di tiga KUA Kecamatan yaitu Tukdana, Kertasemaya dan Lelea. 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 
Judul 

Penelitian 
Peneliti 

Tahu

n 
Persamaan Perbedaan 
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1 

Penyelengga

raan 

Bimbingan 

Pra nikah: 

Studi Kasus 

di Kecamata 

Indramayu 

dan 

Widasari, 

Kabupaten 

Indramayu 

Ismail 2016 Pembahasan 

tentang 

program pra 

nikah yang di 

selenggarakan 

di KUA 

Kecamatan 

dan 

Kabupaten 

yang sama 

yaitu 

Indramayu 

Perturan 

perundang-

undangan 

yang di 

terbitkan 

tentang 

bimbingan 

pra nikah 

seperti 

Keputusan 

Dirjen 

Bimbingan 

Masyarakat 

Islam Nomor 

373 tahun 

2017 tentang 

Petunjuk 

Teknis 

Bimbingan 

Perkawinan 

Bagi Calon 

Pengantin dan 

Keputusan 

Dirjen 

Bimbingan 

Masyarakat 

Islam Nomor 

379 tahun 

2018 tentang 

Petunjuk 

Teknis 
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Bimbingan 

Perkawinan 

Bagi Calon 

Pengantin. 

Perbedaan 

berikutnya 

yaitu tempat 

pelaksanaan 

penelitian. 

2 

Urgensi 

Penyelengga

raan Kursus 

Pra nikah dan 

Relevansinya 

dengan 

Esensi 

Perkawinan 

(Perspektif 

Maqasid 

Asy-

Ayari’ah) 

Zulfahmi 2017 Objek 

penelitiannya 

yaitu 

penyelenggar

aan kursus 

atau 

bimbingan pra 

nikah 

Jenis 

penelitian 

terdahulu ini 

merupakan 

penelitian 

pustaka 

sedangkan, 

serta fokus 

penelitian 

terdahulu ini 

berfokus 

terhadap 

urgensi dari 

penyelenggar

aan kursus pra 

nikah. 

3 

Implementas

i Keputusan 

Dirjen Bimas 

Islam No. 

379 Tahun 

Muhamm

ad 

Nurfiqri 

Aziz 

2020 Pembahasan 

mengenai 

bimbingan 

pernikahan 

serta 

Jenis metode 

penelitian 

yang 

digunakan, 

penelitian 
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2018 

Tentang 

Pelaksanaan 

Bimbingan 

Perkawinan 

di KUA 

Kecamatan 

Haurgeulis 

Kabupaten 

Indramayu 

Kabupaten 

Indramayu 

yang menjadi 

tempat 

penelitian 

terdahulu ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

deskriptif 

analisis, 

tempat 

penelitian 

terdahulu ini 

di KUA 

Kecamatan 

Hargeulis 

sedangkan 

tempat 

peneltian ini 

di tiga KUA 

Kecamatan 

yaitu 

Tukdana, 

Kertasemaya 

dan Lelea. 
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